
BI'PATI MOROWALI
PROVINSI SULITWESI TENGAII

PtsRATT'RAIf BI,PATI UOROWALI
NOMOR: g 1*|'/y./t-t 2-olb

TEIYTAITG

TATA CARA PEI|GADAAIT BARAIYG/JASA DI DESA
KABI'PATEIC UOROWALI

DEICGAN RAHUAT TUIIAI{ YAIIG UAHA EsA

BT'PATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal I avat I l )peraturan Kepala Lembaga Kebijakan eengaaaan
Barang/Jasa pemerintah Nomor 13 tahun 2Of 3
tentang pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana
dimaksud pada hunrf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati Morowali tentang Tata Cara pengadaan
Barang/Jasa di Desa Kabupaten Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentangpenyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari*o*l:l J(olusi 
.dan - Nepotisme (Lembaran *"**.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ZS, fambait
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l); -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun- ZOi+Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangpemerintahan 
- 
Daerah (kmbaran Negara RepublitIndonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, famtahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 2 Tahun 2O 15 tentang Fenetapan F"."t r.".,
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2Ol4 tentang perubahan-Atas Uniang_Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Oaerah
menjadi. Undang_Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIS Nomor 24, tamtahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentangPetunjuk Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Ne€l;a Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor tZ3l fambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia irlomor 5539)
sebagaima telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tintang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor a3 Tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun
?O!4 tentang Desa (kmbaran fr.gara Republik
Indonesia Tahun 20lS Nomor I{7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
P*" Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran ttegaraRepublik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 16g,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintatr Nomor 22 Tahurl 2OlS tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
lfgsaran Pendapatan dan Belar{a Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 88.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 l1
Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraturan Di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll4
Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 2O94);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebljakan pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol3
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1367);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9
Tahun 2OO8 tentang Kewenangan Kabupaten
Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Morowali Nomor 47);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20Tahun 2OO9 tentang pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (lembararr Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2OO9 Nomor 22, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 67);

UEUUIIISKAI| :

Menetapkan : PERATURAI Bttparl uoRowAlr rtlfrArfc TATA CARAPEI|GADAAIY BARAI'G/JA8A DT DESA I(ABUPATEI*
UOROWALI.

Krrenffii uuuu

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

2. Bupati adalah Bupati Morowali.

3. Pemerintah Daerah a-datah Bupati beserta perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Dairah;

4. C-amat ..adafah Kepala SKPD Kecamatan Se_Kabupaten
Morowali.

5. D..es1 atarr yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum- yang
memiliki batas wilayah yang berwenani 

"rrt"k *"rrg.tria.i
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerinta,han Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan darr kepentingan masyarakai setempat da_lam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indbnesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa slbagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya d.isingkat BpD
41"h lembaga yang merupakan per*uiuaan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebogai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Kepa-la Desa adalah Kepala pemerintah Desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala desa;



10. Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa yangselanjutnya disebut pKpKDes adalah Kepala Oe.a yarr!karena jabatannya mempunyai kewenangai
menyelenggarakan keseluruhan pengeloiaan keuangan O.-il

11. P.engadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya d-isebutdengan Pengadaan Barang/Jasa-aaiafr tegia;n untukmemperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik
gilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia
barang/jasa;

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan
yang menyediakan barang/jasa;

13. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimanapeke{aannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi
sendiri oleh Tim pengelola Kegiatan;-

14. Tim_ Pengelola/ pelaksana. Kegiatan yang selanjutnya disingkat
tPK adalah Tim yang ditetiPkan oten- f.pafa Oesa aerigan
Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsr:r pemerintah Disadan Unsur lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
melaksanakan pengadaan Barangpasa;

15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ilrraruntuk mencegah dan tidak melaln:kan totr-rsi,-t<orupsi dan
nepotisme dalam pengadaan Barang/Jasa.

16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwrrjud, bergerak rnaupun tidak bergerak, yang
{30"t ^ diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

"t rldimanfaatkan oleh pengguna Barang.

17. Pekeg'aan Konstruksi alalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 

- 
Uang,ln"i

atau pembuatan wujud lisik lainnya.

18. Jasa Konsultansi +rtuh jasa layanan professional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuai
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan olehTim Pelaksana Kegiatan yarrg -.-r"i informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.

20. lembaga Kemasyara-katan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

- 
dai

merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdavakan
masyarakat Desa;

Zt. f91cap Pembangunan Jalgka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuh jangka waktu 6 (enam) tahun.



22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

BAB II
UAXSI'D DAIT TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum
bag Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari APBDesa.

Prsd 3

Pelaksanaan Pengadaan/Jasa sebagaimana dimaksud pada
pasal (21 bertujuan untuk memberikan pedoman bagr
Pemerintah Desa dalam pela-ksanaan pengadaan barang/jasa
yang sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan
prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Desa.

BAA III
RUArG LU{GKUP, pRIIfSIp DA.!t ETII(A

Pa.al 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang
pengadaan barang/jasa meliputi:
a. Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya

dilakukan dengan cara swakelola oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong, memarfaatkan kearifan lokal,
serta memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari
wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan keda
dan pemberdayaan masyarakat setempat;

b. Pengadaan barang/jasa di Desa yang tidak dapat
dilaksanakan secara swakelola baik sebogm maupun
keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu;.

(2) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :

a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum
untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang
ditetapkan atau menggunnkan dala yang telah ditetapkan
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum;

b. efektif, yaitu pengad aan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkar serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;



c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi
mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat
diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia

barang/jasa yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa
harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagt

masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-
cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa; dan

f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa
sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pengadan barang/jasa di desa sebagimana dimaksud pada
ayat (1) diprioritaskan pada pengadaan barang/jasa secara
swakelola.

(4) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus rnematuhi etika meliputi bertanggung
jawab, akuntabel, dan efesiensi, serta patuh terhadap
ketentuan Peraturan Perundang-r:ndangan.

BAB IV
PEI| GEII)LA XEGIATA,IT

Baglea Keratu
Penbentulea Ttln Pengclola/Pelataam lbgiatan

Palal S

(1) Tim Pengelola/ Pelaksana Kegiatan di tetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(2) TPK sebagaimana disebutkan pada ayat (1), terdiri dari unsur
Aparat Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Unsur kmbaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, addah sebagai anggota aktif,
memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar
di Pemerintah Desa setempat.

(4) Personil TPK berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 5 (Lima) orang.

(5) iabatan tif dltetaptan sesuai sesuai kebutuhan yang terdiri
atas :

a. Ketua merangkaP Anggota'
b. Sekretaris merangkap Anggota' dan
c. Anggota

(O) enggota Badan Permusyawaratan Desa,, Kepala Desa,
' 'SelFetaris Desa dan Bendahara Desa dilarang menjadi

anggota TPK.

1fl eeil-erintah Desa menyediakan biayapendukung TPK berupa

Operasional TPK 1RAB, Honor, ATK. Transportasi, dan

Pinyusunan Laporan) sepanjang berkaitan dengan kegiatan
peniadaan barang/jasa dimaksud.--:""ttti dengan

L"-"-p,t"o Desa dan dibebankan pada APBDesa'



lrglen Kcdua
Tugar daa Wcwonang

Pasat 6

(1) Kepala Desa memiliki tugas pokok dan kewenangan
men1rusun perencanaan umum pengadaan barang/jasa
sesuai dengan kebutuhan yang meliputi :

a. \gSlatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yarrg akan
dibiayai oleh APBDesa; dan/atau

b.kegiatan d3n anggaran pengadaan barang/jasa yang akan
dibiayai berdasarkan kerjasama anta, desa iecara
pembiayaan bersama sepanjang diperlukan.

(2) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangal sebagai berikut :

a. menrusun rencana pengadaan barang/jasa;
b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
c. menetapkan spesifrkasi teknis barang/jasa (bila dipelukan);
d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana

kerja sederhana/ sketsa (bila dipelukan);
e. melakukan pemilihan dan penetapan penyedia

barang/jasa;
f. membuat ranc:rngan Surat Perjanjian;
g. menandatangani Surat Perjanjian;
h.menyimpan dan menjega dokumen

barang/jasa;
pengadaan

i. melaporkan proses pengadaan barang/jasa kepada Kepala
Desa;

j. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
k. menyetr4jui buhi pembelian (kwitansi dan surat

pe{anjian);
l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan.

(3) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TpK harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungiawab dalam

melaksanakan tugas;
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. menandatangani Pakta Integritas;
d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam

melaksanakan tiap tugas/ pekerjaannya; dan
e. memiliki keahlisn dalam pembuatan administrasi.

( ) Untuk membantu pelaksanaan tugas TpK, dapat
menggunakan ten?ga ahli/ teknis yang berasal dari pegawai
Negeri Sipil atau swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.

(5) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani Surat Perjanjian dengan penyedia
barang/jasa apabila belum tersedia anggaran.

i



BAB V
I(EGIATAI{ SYAI(EI,()LII

Bagf.n Kecatu
Kctentuaa lftnu,n Sratelola

Pasal 7

(1) Pelaksanaan swalelola oleh TpK meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, -pelaporan'dan
pertanggungiawaban hasil pekerjaan.

(2) Kh-usus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu
pekerjaan konstruksi yang membututrkan tenaga ahli
dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanatcan dengan
cara swakelola.

Bagfa! Kcdua
RCnCalA pglolrlrrorrr

Palal 8

Rencana pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, meliputi :
a. jadwal pelalsanaan pekerjaan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan

peralatan;
gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
spesifrkasi teknis apa.bila diperlukan; dan
perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

c.
d.
e.

*,"iffi'*SH",o"
Prssl 9

(1) pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;

(2) kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya
bahan / material untuk mendukung kegiatan swakelola yang
tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap m€rmpu oieh TpK;

(3) tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung
kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, mengacu pada Pengadaan barang dan jasa melalui
penyedia barang/jasa;

(4) khusus untuk pekerjaan konstruksi :

a. ditunjuk I (satu) orang penanggungiawab teknis
pelaksanaan pekerjaan dari anggota TpK yang dianggap
mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan;

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis
terkait; dan/ atau;

c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau
mandor).

(5) tata cara pengadaan barang/jasa dalam raneka mendukung
kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur lebih lanjut dalam BAB VI;



pEncArrAArr *?*Fr""* uEr,ALrrr
PEIYYEDIA BARAITG/JAsA

Begl4rr Keeatu
Kstcntua,n Unun

Pasal 10

(i) P-gngadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Uarang/jasa
dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola -aup.rnmemenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

(2) Dalam hal TPK mengundang penyedia barang/jasa di Desa
diutamakan bagi penyedia barangrljasa yang memiliki kriteria
sebagai berikut :

a, memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan
jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman,
kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya;

b. pernyataan kebenaran usaha dari Dinas terkait;
c. untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, mampu

menyediakan tenaga ahli dan/ atau peralatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan

d. diutamalan penyedia barang/jasa yang berada di desa
atau berada diwilayah yang paling berdekatan dengan
desa.

(3) Tidak boleh menggunalan pihak ketiga atau badan yang
bukan toko/ penyedia/ individu sebagai calon penyedia
batang I alat I tenaga yang dibutuhkan.

Baglan lGdua
Rcacarrs Polataanaan

Paraf 11

(1) Dalam perencanzran pengadaan barang/jasa TPK harus
mempertimbangkan :

a. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/ lapangan;
b. kepentingan masyarakat setempat;
c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia

barang/jasa yang ada; dan
d. kebutuhan barang/bahan.

(2) TPK menJrusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang meliputi :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga
pasar setempat atau harga pasar terdekat;

b. dalam menJrusun Rencana Anggaran Biaya dapat
memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan
atas barang/jasa yang akan diadakan;

c. spesilikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar

rencana kerja; dan
e. jadwal pelaksanaan kegiatan.



Baglar Kettga
Pclatranaan Pcnycdlo Bareag/Jara

Paral 12

(1) Pengadaan barang/jasa meliputi :

a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000 (tma puluh juta rupiah);

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp. SO.OOO.OOO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp. 2OO.0OO.00O (dua ratus juta rupiah); dan

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp. 200.000.0O0 (dua ratus juta rupiah).

(2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia
barang/jasa;

b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa
penawaran terhrlis dari penyedia barang/jasa;

c. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung
di tempat kepada penyedia barang/jasa unruk memperoleh
harga yang lebih murah; dan

d. penyedia barang/jasa memberikan buki transaksi berupa
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama
TPK.

(3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) sebageiman4 dimaksud pada ayat (l) huruf
b sebagai berikut :

a. TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia
barang/jasa;

b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
dengan cara TPK meminta penawaran secara tertulis dari
penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau ruarrg lingkup pekerjaan, volume
dan satuan);

c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis
yalg berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau
ruang lingkup peke{aan, volume dan satuan) dan harga;

d. TPK meneliti keleng:kapan administrasi spesillkasi
barang/jasa dan melakukan negosiasi (tawar menawar)
dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga
yang lebih murah tetapi tidak mempengaruhi harga dan
kuditas barang/jasa yang diadakan serta tidak
memperpanjang masa penyerahan barang atau
penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar menawar)
berupa berita acara hasil negosiasi;

e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nann
TPK;

f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia
barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa
dan papan/tempat berkumputnya warga (misalnya: pos
ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung



serba guna dan sejenisnya), paling sedikit memuat :

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
4.jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan

pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan.

(4)Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c sebagai berikut :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara
tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan
satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan
harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesilikasi teknis barang/jasa
terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan
penawaran;

d. apabila spesifrkasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :

1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka
dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar)
secara bersamaan;

2. apabila dipenuhi oleh satu penyedia barang/jasa, maka
TPK tetap melanjutkan negosiasi (tawar menawar)
kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesif.kasi
teknis tersebut;

3. apabila tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa,
maka TPK membatalkan proses pengadaan.

e. apabila spesifrkasi teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan
kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain;

f. negosiasi (tawar menawar) sebagaimana dimaksud pada
huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga
yang lebih murah tetapi tidak mempengaruhi kualitas
barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang
masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan,
bulcti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara hasil
negosiasi;

g. berita acara hasil negosiaisi dituangkan dalam surat
perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia barang/jasa
yang berisi paling sedikit :

1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup peke{aan;
4. nilai peke{aan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
T.keadaan fore mojewi dan
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan.

h. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pengadaan
barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf g angka 8' maka dikenakan

I



J'

sanksi sebesar 1/ l00O x jumlah hari keterlambatan x nilai
pengadaan,
Pihak penyedia barang/jasa yang berwenang
menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud
pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang'
Dieksi dan/ atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang
namanya disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/ karyawan
perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah

dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/ Anggaran Dasar;
TPK mengumumkan data barang/ pekerjaan dan penyedia

barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa

dan papan / tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos

ronaa/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung

serba guna dan sejenienya), paling sedikit memuat :

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. narra dan alamat penyedia barang/jasa;
3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawarl;
+.j"ttgk" walrtu penyerahan barang atau pelaksanaan

pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan'

B.gian XscmPat
Dotuaca Adnlntstrast ltGngtdrm Baraag/Jara

Paraf 13

(1) Dokumen administrasi pengadaan barang/jasa di Desa

meliputi:
a. Surat Permintaan Penawaran;
b. Surat Penawaran Harga (termasuk Jadwal Pengadaan

Barang/Jasa);
c. Daftar Rincian Barang/Jasa dan Harga;
d. Undangan Negosiasi (tawar menawar) Harga;

e. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;

f. Persetujuan Penawaran;
g. Surat Perjanjian Ke{asama;
h. Penyerahan Hasil Pekerjaan;
i. Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan;

i. Berita Acara PembaYaran;
't 

. g".it Acara Penerimaan Hasil Penerimaan; dan

l. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan'

{2) format dokumen administrasi p"ngadaao barang/jasa- di
'-' ;;;;";&;;ana dimaksud pada avat (il tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini'



Bagiar l(6lftns
Perubqhrn Ruang Lfngkup PeterJaan

Pasd 14

(1) Apabila diperlukan p€rubahan paket pekedaan maka TPK
dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyertia
barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup
pekeq'aan.

(2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ atau
d. melaksanakan pekerjaan tambahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau d,
penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran terfulis
kepada TPK;

(4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia
barang/jasa untuk memperoleh harga lebih murah dan
secara teknis dapat dipertanggungiawabkan;

(5) Untuk nilai pengadaan di atas Rp. 200.000.0O0 (dua ratus
juta rupiah), dilalrukan perubahan/addendum Surat
Perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan tota-l
pekerjaan yang disepakati.

(6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 untuk menambah pekerjaan dan/atau
melaksanakan peke{aan tambahan dilaksana}an sesuai
dengan kebutuhan di lapangan, ketersediaan anggaran dan
waktu pelaksanaan pekerjaan.

BA8 VII
PENGAWASAIf , PDUBAYARAIS, PEI.APIORAI{

DAJ| SERAII TERIUA

Bagia! Kesatu
Poagawasaa

Pasel 15

(1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kepa-la Desa
bersama dengan Pendamping Profesional (Tenaga Ahli,
Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) serta
masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

(2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh masyalal<at, maka setiap pelaksaraan
pekerjaan fisik (kantor desa, jalan desa, rioll dll) disertai
dengan papan informasi pelaksanaan kegiatan.

(3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengadaan
barang/jasa di desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Camat.



Baglan Kedua
Penba5raran

Parsl 16

Pembayaran atas pela,ksanaan pengadaan barang/jasa secara
swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa difakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

b. keabsahar bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
mendapatkan pengesahan Sekretaris Desa;

c. pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan peke{aan selesai
dilaksalakan dan/ atau pembayaran disesuaikan dengan
realisasi fisik pekerjaan;

d. TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Kepada
Pemerintah Desa dengan melampirkan bukti yang lengkap
dan sah; dan

e. Bendahara Desa membayarkan sejumlai uang kepada TPK
sesuai dengan jumlah SPP yang diserahkan oleh TPK dan
menandatangani kwitansi penyerahan uarrg kepada TPK.

lrglari Ncrlta
Potraporan drn Serah Tcrlan

Pasal 17

(1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan
TPK kepada Kepa-la Desa.

(2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 1O0%
(seratus persen) dan sasaran akhir peke4'aan tel,ah tercapai,
TPK menyerahkan Dokumen hasil pengadaan barang/jasa
kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan pada kegiatan Musyawarah Desa Serah Terima
(MDSr).

(1)

BABVIu
IIEAI,AAI| F1ORCE UA'TUR

Pasal 18

Dalam hd terjadi keadaan fore majeur, penyedia
barang/jasa memberitahuksn tentang terjadinya keadaan

fore majeur kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
keadaan fore majanr yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
terjadinya keadaan fore majeur tsdak dikenakan sanksi.
Setelah terjadinya keadaan fore majeur, para pihak dapat
melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan
Surat Perjanjian Ketja.

(21

(3)



pEiluruaA* pBruifiwaen pElryELEsArArr
PERSELISIIIAI{

Pasal 19

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat
Perjanjian Kerja apabila :

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
keselahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 2g (dua
puluh delapan) hari kalender;

b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TpK; dan

c. penyedia barang/jasa terbulrti melalrukan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.

Palal 20

(l) Perselisihan antara TPK dan penyedia barang/jasa terlebih
dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
musyawarah untuk mufakat yang langsung dipimpin oleh
Kepala Desa.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan
melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(21

BAA X
PEITGETAAXGAIT AI'XBDR DAYA UAIfUSIA

DALIIM ORGAISISASI PEI{GAI'AAIT

Pasal 21

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati
ini, Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Desa.
Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditet+pkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari
unsur:
a. Unit Layanan Pengadaan;
b. Satuan Keq'a Perangkat Daerah;
c. Tenaga Ahli/Pendamping Teknis Kabupaten
d. Unsur lain terkait di pemerintah daerah.
Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :

a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bentuk bimbingan
teknis dan sosialisasi;

b. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi serta
pendampingan pengadaan barang/j aea; dan

c. Menghadiri dan menjadi narasumhr pada kegiatan
Musyawarah Desa Serah Terima.

Tim Asistensi Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten.

(3)

(4)



BAB XI
XSIEITTUAIT PEI|ITTUP

Pagal22

(1) Ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peratwan Bupati
ini tidak berlaku untuk kegiatan penghasilan tetap dan
tunjangan dan pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

(2) Pengadaan tanah di Desa mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.

Pasl 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang
mengenai teknis pelaksaannya akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Fr'i?i.a,F^ l{ei*Ri'ill,tlill! r
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal f ( ;a+r.ralt 216

BI'PATI TOROWALI,

Diundangkan di Bungku
pada tanggal Lg Jatlup-Vl Wttb

SEIIRS}ARIS DATRAII KABI'PATET UOROITALI,

MAIDHZI'N ILWAIT RIDWAIf

BERITA DAERAII I{ABT'PATEI| UOROWALI TAIII'I| r{ouoR



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 6- TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA KABUPATEN MOROWALI

DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkandi : Bungku
Padatanegal : lg TasluApl

BT'PATI UOROWALI,

I

1 Surat Permintaan Penawaran Form PBJD.A
Surat Penawaran Harga Form PBJD.B
Surat Undangan Klarifikasi dan Nesosiasi Form PRID.C
Berita Acara Klarifikasi dan Necosiasi Form PBJD.D

5 Surat Persetuiuan Penawaran Form PBJD.E
6 SrualPerianiian Keriasama Form PRJD.F
7 Surat Penverahan Hasil Pekeriaan Form PBJD.G
8 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaan Form PBJD.H

9 Berita Acara Pembavaran Form PBJD.I
10 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekeriaan Form PBJD.J
11 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeriaan Form PRJD.K
t2 Format Surat Keputusa Kepala Desa tentang Pembentukan

Tim Pelaksana Kesiatan
Form PBJD.L

Format Palcta Integritas Anggota TPK Form_PBJD.N

14 laporan Pelaksanaan Kegiatan Form_PBJD.M

JENIS
F'r}RMAT

i5. r:a'oag iili.lltt r,m



A. Contoh Format Surat Permintaan penawaran

KOP TPK

Nomor :

Lamp. :

Hal :

Mengetahui,
Kepala Desa ...............
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa

Kepada

Pemberitahuan
Yth.

l:

Sehubungan dengan akan dilaksanakan keeiatarr
dimana didalamnya terdapat pekerjaan

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan
adalah:
1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Daftar barang/jasa

No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan
I
2
Dst

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan
pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan
surat penawaran harga.

Surat Penawaran dialamatkan kepada ........... selaku
Tim Pengelola Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Surat Penawaran dibuat rangkat 3 (tiga), asli 1 (satu)

bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
2. Surat Penawaran paling lambat kami terima tanggal

Surat Penawaran dilampiri :

1. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai
dan jasa penggandaan;

2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikal
atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa ......................



B. Contoh Fornat Surat penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor :

Lamp. :

Hal : Penawaran Harga

Kepada
Yth. Ketua Tim pengelola Kegiatan

Desa ............
di-

_ M9n_angCapi surat permintaan penawaran dari Ketua TimPengelola Kegiatan Desa ............. Nomor .... tertanggal
mal<a bersama ini kami mengajukan penawaran

harga untuk melaksanakan pekeq'aan ..:........ ... .... ... .
tersebut.

diminta, bersama ini

Direktur/ Pimpinan / pemiiik
(Prlcv/uD)

Cat: - Surat Penawaran dibuat rangkat 3 (tiga), asli I (satu) bermaterai Rp. 6.00O
(enam ribu rupiah).

- l,ampiran Surat Penawaran adatah Daftar Rincian Harga dan Jadwal
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk
diperiksa dan dapat dipertimbanglian.



KOP PTNTEDTA BARANG/JASA

LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA
SUDAH TERMASUK PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

Direktur/ Pimpinan / pemilik
(Yt lcv lroKo/uD)

Terbilang' dalam rupiah"



C. Contoh Format Undangan Negoeiasi Harga

KOP TPK

Nomor :

Hal : Undangan

Kepada
Yth.

di-

Lamp. : -

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor......
tanggal Hal Penawaran Harga, bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran
harga Saudara, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan,
tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara
ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi
harga terhadap penawaran saudara tersebut.

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran
Saudara besok oada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara Klarifrkasi dan Negosiasi Harga

perhatian dan kerjasamanya diucapkanDemikian atas
terima kasih.

Mengetahui, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Kepala Desa ............... Desa ......................
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa



D. Contoh Format Berita Acara Klarifikaai dan lyegosiasi

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
NOMOR:

Kegiatan
Pekeq'aan :

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim pengelola Kegiatan Desa
dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia
barang/jasa yang dihadiri oleh ................. menyatakan hal-hai se-bagai
berikut :

negosiasi harga atas peke{aan

1. bahwa pihak penyedia barang/jasa dari
menyatakan telah menerima semua surat-surat yang berkaitan
dengan proses pekerjaarr ...... . . . ... ..

Pada hari ini ............. tanggal
pada pukul dengan mengambil
yang bertanda tangan dibawah ini telah

bulan .......... tahun
tempat di ..............., kami
melakukan klarifikasi dan

kasih atas
dan semoga

oleh penyedia

2. bahwa pihak penyedia barang/jasa dari
Menyambut baik dan mengucapkan terima
kepercayaan yang telah diberikan selama ini
keq'asama yang telah berja_lan dapat dilanjutkan

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan
kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

b.

a. besarnya jumlah penawar€rn harga yang diajukan
barang/jasa dari adalah sebesar Rp.
(.............) termasuk beban pajak dan bea materai;
adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat
dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi
serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-
sama telah menyepakati pengura_ngan atas penawaran yang diajukan
penyedia barang/jasa dari sebesar Rp.
( . .. . . ...... ) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus
dibayar penyedia barang/jasa dari.............. dan selanjutnya
penyedia barang/jasa dari akan membuat dan
menyampaikan surat penawatan yang baru sesuai dengan hasil
kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut:



No. Jenis
Barang/Jasa Volume Satuan

Harga
Satuan

Jurnlah
Harga

1

2

Dst

Jumlah

Terbilang " dalam rupiah"

d. kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi
harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk
menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian
Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi
harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna
untuk dipertanggungiawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
(wlCvlToKo/UD) ..... Desa

Mengetahui,
Kepala Desa
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa



E. Contoh F.orrnat Persetujuan Penawaran

KOP TPK

Nomor Kepada
T ^--
'r<atLtP-

Yth.
Hal : Persetujuan Penawaran Harga di -

Berdasarkan surat saudara nomor :

tanggal... . . . . . ., hal Penawaran Harga dan berdasarkan Berita
Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : .............. dan
Nomor : ............, maka kami sampaikan bahwa setelah
menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita
Acara Klarifrkasi dan Negosiasi Harga, maka pada prinsipnya
kami tidak berkeberatan dan dapat menerima dengan
penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta
kehadiran Saudara besok oada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara Penandatanganan Surat Perjanjian

Adapun konsep pe{anjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Mengetahui, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Kepala Desa ............... Desa
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa



F. Contoh Format Perjanjian

SURAT
NOMOR:

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini ............. tanggal bulan .......... tahun
bertempat di ..............., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutnya

II. Nama
Jabatan

Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

disebut PIHAI( PERTAfUA

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAI}IA dan pIHAK
disebut PARA PIHAK.

KEDUA selaniutnva

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan
pe{anjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
RUANG LINGKUP PEKEzuAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adatah

Pasal 2
NILAI PEI{ERJAAN

Nilai peke{aan yang disepakati
pedanjian ini adalah sebesar
termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

untuk penyelesaian pekerjaan dalam
Rp. (,.........................)

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk meneliti, menerima,
menolak, atau rnemerintahkan PIHAK KEDUA untuk
menyempurnakan atau mengganli barang/jasa yang diadakan oleh
PIHAK KEDUA apabiia tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume
berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi harga antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
PIHAIT PERTAwIA mempunyai kewajiban untuk membantu
penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh
PIIIAK KEDUA apabila PIH3I( KEDUA telah melaksanakan
kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati
oleh KEDUA BELAII PIHAK;

(2)

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2);

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat
pada waktunya sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan
hasil klarifikasi dan negosiasi harga antara KEDUA BEL/IH PIHAK;

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikar pekedaan adalah .....
hari kerja sehingga pekedaan harus selesai dan diserahkan pada
tanggal ........

Pasal 5
FORCE MAJEUR

(1) Dafam hal te{adi keadaan force majeur, maka PIHAK KEDUA
memberitahukan tentang terjadinya keadaan force majeur kepada
PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kalender sejak tedadinya keadaan force majeur
yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PARA
PIHAI( terbebas dari kewqjiban yang harus dilaksanakan.

(2) Tidak termasuk keadaan force majeur addah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

(3) Keteriambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
te{adinya keadaan force majeur ttdak dikenakan sanksi.

(4) Seteiah terjadinya keadaan force majeur, PARA PIHAK dapat
melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Surat
Pefanjian Keda.

Pasd 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati

maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
2. membayar denda sebesar ........ o/o ( dtsepakatt Po,da saat

penandato;ngan pefanfian inl / dari nilai pekerjaan dengan
nomina-l sebesar Rp. . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupiah)
dari keterlambatan.

3. gugatan secara perdata, dan/ atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenalg.



Pasal 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENTILESAIAN PERSELISIHAN

(I)PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusa-n
Surat Perjanj ian Kerjasama apabila :

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
PIHAK KEDUA sudah melampaui 28 (dua puluh deiapan) hari
kalender;

b. PIHAK KEDUA lalailcidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; dan

c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

(2)Perselisihan antara PIHAK PERTAIIA dan PIHAK KEDUA terlebih
dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang
larrgsung dipimpin oleh Kepala Desa.

(3)Dafam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK dapat
menunjuk pengadilan setempat untuk diselesaikan secara hukum
sesuai dengan ketentuan peratura-n perundang-undangan.

Pasal 7
KSTENTUAIT PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkat 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Mengetahui,
Kepa-la Desa ...............
Selaku
Peme gang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa



G. Contoh Format peayerahan Hacil pekerJaan

KOP PEITYEDIA BARANG/JASA

Nomor :

Lamp. :

Kegiatan
Hal :

Kepada
Ketua PengeloiaYth.

Penyerahan Hasil pekerJaan Desa
di-

Berdasarkan Surat perjanjian Nomor: ...... dan Nomor :maka perlu kami sampaikan bahwa pekeriaan
..... Telah selesai dan dengan ini kami kirimkan

hasil pelaksanaan pekerjaan ..................., untuk daoat
diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis aLu
belum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Direktur/ Pimpinan / pemilik
(PTlCV/TOKO/UD)



H. Contoh Format Berita Acara penelitian Hasil pekerJaan

BERITA ACARA PENELITIAN ITASIL PEI(ERT,AAN
NOMOR : ....................

Pekerjaan :

Kegiatan :

dikerjakan oleh penyedia barang/jasa dari

Direktur/ Pimpinan / pemilik, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
(Pr/cv/roKo/uD) Desa

Mengetahui,
Kepala Desa ...............
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa

Pada hari ini ............. tanggal bulaa .......... tahun .........pada pukul bertempat di ..............., kami yu.rg U..;duta''ga'' dibawah ini secara bersama-sama terah melakukan pJ^..rt"^rr.,
1:i:-fft'rlT """';:' , """"','."""".".r"........'.."........... vans terah

- Rapat dipimpin oleh Ketua Tim pengelola Kegiatan Desa
dengan pihak penyedia Barang/Jasa dai

Pada saat pemeriksaan hasil pekefaan pihak penyedia barang/jasayang dihadiri oleh ................. dengan hasil sebagai berikut :

1- Bahwa Tim pengelola Kegiatan Desa ................... menyatakan
telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkL oleh
penyedia barang/jasa dari ............................. .. ...... dan sesuai
dengan yang telah disepakati bersama.

2. Penyedia barang/jasa dari ................... menyambut baik danmengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah
diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing_masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang saria untuf
dipertanggungiawabkan sesuai perafuran perundang_rrridrrrgro yrrrg
berlaku.



I. Contoh Format Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR : ..................

Pada hari ini ............. tanggal bulan .......... tahun .........
bertempat di ..............., telah dilaksanakan pembayaran atas peke{aan

€rntara :

I. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ....................

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAIUA

II. Nama
Jabatan Direktur/ Pimpinan/ Pemilik

uD)....................(PTlCV/TOKO/
Alamat i

Selanjutnya disebut PIHAK I(EDUA

PIHAK PERTAIYIA berdasarkan Surat Perjanjian atas pekedaan
telah membayar untuk pekerjaan kepada PIHAK

KEDUAsebesarRp............... (... ....'..'..... ...........)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian atas peke{aan
telah melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan PIHAK
PERTAwIA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaal tersebut
sebesar Rp. .............. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Pembayaran tersebut disaksikan oleh ..........' Jabatan
Kepala Desa ....'.......... selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungiawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Direktur/ Pimpinan/ Pemilik, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
(PtlCV/ToKo/UD)................... Desa..."""""""""'

Mengeta-hui,
Kepala Desa ...............
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan De sa



J. Coatoh Berita Acara Penerimaan Hasil PeketJaan

BERITA ACARA PENERIMAAIT HASIL PEKER.IAAN
NOMOR : ..................

Pada hari ini ............. tanggal bulan .......... tahun .........
bertempat di ..............., telah dilaksanalan Penermaan Hasil Peke{aan
atas pekerjaan ......... anta.ra :

I. Narna
Jabatan
Alamat
Selanjutnya

II. Nama

Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

disebut PIHAK PERTAIUA

Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik
(pTlcv/ToKo/uD)....................

Alamat : .................
Selanjutnya disebut PIHAK XEDUA

PIHAK PERTAIUA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan
berupa da,lam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai
dengan Surat Perjanjian Nomor: ......... tertanggal "."...

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil peke{aan berupa
dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAIIIA sesuai dengan Surat
Pe{anjian Nomor : ......... tertanggal ........

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Direktur/ Pimpinan / Pemilik, Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Mengetahui,
Kepala Desa ...............
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaart
Keuangan Desa



Contoh Berita Acara Serah Terlma
BERITA ACARA SERAII TERIMA IIASIL PEKTR^'AAN
NOMOR : ......(Nomor Pemerintah Desa).......
NOMOR : ......(Nomor TPK)......

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di Balai Desa/Kantor Desa .., telah dilaksanakan
Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Hasil Pekerjaan yang dihadiri
oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa

atas pekerjaan.. antara :

Selanjutnya disebut PIHAK I{EDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan

berupa..dalamkeadaanbaikdariPIHAKI(EDUA

PIIII|K I(EDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa " "
dalam keadaan baik kepada PIIIAK PERTAMA dengan rincian :

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp"""" (dengan huruf)'

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing

bermaterai cukup dan mempunyai kekua-tan hukum yang salna untuk

aip.it""gg"ngjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

I. Nama
Jabatan
Alamat
Selanjutnya

II. Nama
Jabatan
Alamat

PIHAK PETAMA,
KEPALA DESA

Kepala Desa

disebut PIHAK PERTAMA

Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

PIHAK KEDUA
Ketua TPK
Desa



K. Format SK Kades tcntang Pembentukan Tttn Pelatsana Kegiatan

KABI'PATEIT UOROWALI

I(EPUTUSAII lltPAI"A DESA....................
NOilOR:............ TAIIITil

TENTANG

PEMBEITTT'KAI{ TIM PENGEI,OLA I(DGIATAN (TPKI PADA
I{TGIATAJ| DESA............. IIECAUATAN...

KABT'PATEN MOROWALI TAHT'IT AIT(X}ARAX

I{EPALA DESA ...............,

; a. bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Bupati Morowali Nomor ......... Tahun .........
tentang Tata Cara Pengadaan Barang di Desa Kabupaten
Morowali, yang mengam€rnatkan Pengangkatan TPK dengan
Surat Keputusan KePala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa "'
ientang Pembentukan TIm Pengelola Kegiatan (TPK) pada
Kegiatan Desa.........'.... Kecamatan"""'
Kabupaten Morowali Tahun Anggaran ............

: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat lI di Sulawesi (lembaran
Negara Republik Indoneesia Tahun 1959 Nomor 74,

famUatran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
r8221;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
ilornot 7. Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . ,-6
Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l'embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nigara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara

Reoublik Indonesia Nomor 5558);

Menimbang

Mengingat



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll3 Tahun 2014
lentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O9i);
Peraturan Kepala kmbaga Kebljakan pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol3 tintang pedoman

Jata Caa Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor
Tahun ....-...... tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran (kmbaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun ....... Nomor ........);

9. Peraturan Bupati Morowali Nomor ........ Tahun ........
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran ........ (Berita Daerah Kabupaten
Morowali Tahun .... Nomor.......);

10. Peraturan Bupati Morowali Nomor ........ Tahun ........
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Kabupaten Morowali (Berita Daera,h Kabupaten Morowali
Tahun .... Nomor...,...);

11. Peraturan Desa ......... Nomor ........ Tahun ....... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran..... (Lembaran Desa ...... Tahun ...... Nomor.......);

12. Peraturan Kepala Desa ....... Nomor ...... Tahun ...... tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ........ (Berita Desa ......... Tahun....... Nomor.......).

IEUUTUSKAIT:

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPt<) ggLda Kegiatan"""'

Desa.,....... X"c"*atn" " " 
'Kabupaten Morowali dengan

susunan keanggotaan 
- 

ieX seUagaimana tercantum dalam

Lampiran yang *"tttp"ian.- "uti kesatuan bagiar tidak

terPisahkan dari kePutusan tru'

Dahm melaksanakan tuqas. seb3sai-Ii tit*ffi" 8%1fil-ftift 
""U.gaimana 

dimaksud pacla t)l

t"^iLo";g;*ab kepada Kepala Desa """""

: Pemberian Operasional Ti* l"'lt+*lt 'I:?"* 
ditentukan

sebesar ..." persen tl7"i-i"t leJanja bahan/alat/jasa pada

kegiatan vang i;i;;aiJ"r*i penvusr:nan RAB'

: Sesala biaya yang timbul sebagai ?kiba-t-^{tetaekannya 
surat

keiutusan ini dibeb;;n--p"[" Atgg"tan Pendapatan oan

i"Jr-i" b""" """" Tahun Anggaran """"'

6.

6_

Dlenetaplaa

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT



KELIMA : Keputusar ini berlaku selama 1 (satu) Tahun pada Tahun ........dengan ketentuan apabila dikemudian trrti teiaapal t"Lu*r,,
dalam penetap€rnnya, akan dilakukan p"-UJ"" i"rr p".U"if.."
sebagaimana mestinya.

Diterapkan di
pada tanggal,

IttPAL/\ DESA ...............,

(Itama Taapa Gelar daa nangbatf



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :

TANGGAL :

TIM PENGEIpLA KDGIATAII (TpKl PADA K8GIATAN................
DESA..... rt'CAilATAN.............. I{ABI'PATEN MOROWALI

TAIIUN ANGGARAIT

NO NATYIA
I(EDUDT'KAN DALI\M

TIM

1. Ketua
2. Sekretaris/
3.
4.
5. ta

I(EPALA DESA......,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



RINCIAN OPERASIONAL TIM PENGELOLA KDGIATAN (TPKI
PADA KEGIATAN .. DESA.. KECAMATAN

I{ABUPATEN MOROWALI TATIT'N AITGGARAIT

4. Operasional TPK = Pagu Belanja/Bahan/Jasa x ...o/o

=Rp
Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :

TANGGAL :

I(EPALA DESA......,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkatf

NO RINCIAN BESARAN (Rp)

I
I. Honor Ketua TPK
2. Honor Sekretaris TPK
3. Honor Anggota TPK
4. ATK, Cetak dan Penggandaan TPK

- Kertas
- Pulpen
- Foto Copy
- Jilid
- Tinta Printer
- Dll.

5. Transportasi TPK
- Ketua
- Wakil Ketua
- Anggota

6. Penyusunan Laporan
.7. D11...

Jumlah Total Operasional TPK



N. Pakta Format Integritas Anggota TpK

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
No. Identitas KTp
Aiamat
Jabatan Ketua/ Sekretaris/Anggota TpK pada Kegiatan

Bertindak untuk dan atas nama pribadi.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggran pendapatal
dan Belanja Desa (ApBDesaf, dengan ini saya menyatakan bahwa :

t 
Tl}iI. akan melat<ukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
lrtl(1\,;

dengan Cermat, Efektif dan
kegiatan tersebut dengan

2. Akan M elaksanakan Kegiatan
Evisien serta akan melaksanakan
transparan dan akuntabel.

3. Akan melaporkan kepada_pihak. yang berwajib / berwenang apabilamengetahui ada indikasi Korupsi, Koh:si dan Nepotisme ffXTVI iJ"-proses pelaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-ha_l yang telah saya nyatakan dalamPakta Integritas ini, saya bersedia dilienakaa sanksi- sesuai denganPeraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Butan, TaLun)

Yang Membuat pemyataan:
Ketua/ Sekretaris / Anggota TpK pada

Kegiatan

Malcrai Rp.6000,-+Cao

1.................... Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Catatan :

Setiap Anggota TPK Menandatangani palta Integritas



O. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOP TPK

Nomor :

r ^--tJcuIr P.
HaI : Undangan

Kepada
Yth. Kepala Desa.

di-

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : .....
Tahun.... tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan,
maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan
telah selesai dilaksanakan pada tanggal Adapun
dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola
Kegiatan
Desa ......................


